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KODtrSI PEMILIHAN UMUM
KOTASERANG

KEPUTUSAI{ KOMISI PEMTUIIAN I.IMI,IM KOTA SERANG

Nomor : 966.D/ HK.O3.O l -Kpt / 367 3 | Kflt -Kotl \t | 2OLa

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI I,JNTUK PRODT.JKSI DAN PEN}IIARAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA PADA PEMILI}IAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMIUFI.AN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang a hhwa untuk mehksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (l)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015

t€ntan8 Fenetqpan Peraturan Pemcrintah Pcngganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentsng Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang scbagaimana

telah bcberaps ksli diutrah ters.khir derrgan Undang-Undang

Nomor l0 Tahun 2016 rncnyat'rkrn bahsa Debat Rrblik/debat
terbuka antar catron dilaksanakar pating banyak 3 (tiSa) kali
oleh KPU Provinsi rtnn l(pg Kabupaten/Kota;

bahcra berdassrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu meDetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penctapan Stasiun

Televisi untuk Produksi darr Penyiaran D€bat Publik/D€bat

Terbuka pada Pemilihan Walikota den Wskit Wdikota Serang

Iahun 2018;

Undang-Undang Republik Indooesia Nomor 23 Tahun 2000
tentang Fembentukan Provinsi Benten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia NoEor 4{)lO);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan Negara (Irmbamn Negara Republik
Indonesi,e Tehun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kota S€rang Di Pr,ovinsi Bantcn
(Lcmbaran Negara Republik Indoneeia Nomor 98, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474Eh
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4
f6xltsng PemerinAhan Daerah sebagaimana Elah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Urdang Nomor I
Tatrua 2Of S fi.cmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambehan lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Fenetapan Peraturan Pemerintah Peagganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentan8 Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota meqiadi Undang-Undang scbagaimena
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Urdang-Undang
Nomor 1O Tatrun 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot6 Nomor 13O, Tambahan Iembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 58981;

6. Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahua 2017
tentang Pernilihan Umum (I"€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 tahun 2OO8

tcr$ang Tata lGrja Komiei Femilihan tfmum, Komisi pemilihan

Umum Pnovinsr" dnn Komisi Femilihan Umum thbupaten/Kota
sebagaimana tclah beberapa kqli fuqtarbah tcrakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Ol tqhun 2010;

8. Feraturan Komisi pgmilihatr Umum Nomor 06 Tahun 2008
tenteng Susunan Organisasi dan Tata KerJa Seknetariat
Jenderal Komisi Pemitihan Umum, Scknetariet Komisi
Pemilitran Umum Provinst dan Sekretariat Komisi Pemitihan
Umum Ifubupaten lYrota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilitran Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

9. Ferahrran Komisi Femifihen Umum Nomor I Tahun 24fi
teotarg Tahapan, pnogram dan Jadwal Penyebnggaraan
Femilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan V/qkil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wslikota Tahun 2018
sebagaimana tclah diubah dengan Perattrran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihpri Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7
tentang lGmpanye Pemifihan Gubernur Dan trIakil Gubernur,
Bupati Dan Wqkil Bupatr, Dan/Atau llralikota Dan Wakil
Walikota;

t 1. Peraturan Komigi Pemilihan Umum Nomor 8 Talun 2Ol7
tenrang Sosialisasi, Pendidikan Femilft den Partisipasi
Masyarakat dalam Femilitran Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wak:l Bupatu dan/atau tr/alikota dan wekil
Wdikota-

Bcrita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor:
966.C/BA l3673ll\t l20l8 tcntang Fenetapan Stasiun Televisi
uotuk Ptoduksi darr Penyiaran Debat Publft/Debat Terbuka
pada Pemilihari Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
20L8

MEMUTUSKAN...
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Se8uai Aalinya

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILITIAN T.,MUM KOTA SERANG TENTANG
PENETAPAN STASII'N TELEVISI UNTUK PRODTJXSI DAN
PENYIARA}.I DEBAT PI,.IBIIK/DEBAT IERBUKA PADA PEMILIHAN
WAUKOTA DAN WAKILWAUKOTA SERANG TAHI'N 2OI8.

Menetapkan BARAYA 11/ dengan elamat di Graha Pena Radar
Banten, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten
421l5 scbagai Stasiun Tebvisi untuk hoduksi dan Penyiaran Debat
Rrblik/Debat Terbuka pada Femilihan Walikote dan Wakil Walikota
Serang Tahun 2018.

Menetapkan Jadwal Penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka pada
Pemitihan Walikota drfl Wakil Walikota Serang Tahun 2O18 yaitu;
a. Penyiaran Debat PubliklDebat Terbuka Fertama pada tangd 1l

Mei 2O18;
b. Pcnyiaran Debat Publik/Dcbat Terbuka Kedua pada tanggaf 25

Mei 2O18;
c. Penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka Ketige pada taa8g:al 22

Juni 2018.

Segala biaya yang tiobut sehubur8an diterbittannye Keputusan lni
dibebankan pada Daftar Isian Fclaksanaan Perjanjian Hibah Uang
a[tara Femcrintah Kota Serang dengan Komisi Ferniliherl Umum
(KPU) Kota Serang Nomor : 9OO/O7-KID/IVI2017, Nomor :

253/ KPU.Kota- 0 1 5.436900/ W | 20 L7, t,,rggal 05 April 20 I 7.

Keputuran ini mulai berlaku pada hnggal ditttapkan apa.bila
dikcmudion bsri tcdapat kekeliruan akan diadaLan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Scrang
padra rqn'sAl 24 April 20f 8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UM1JM

KOTASERANG,
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